BAB III

DESKRIPSI GANTI RUGI TANAH DAN BANGUNAN LANGGAR WAKAF
AL-KUROMA'’ DI DESA BESUKI KECAMATAN JABON KABUPATEN
SIDOARJO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Letak Geografis
Desa Besuki termasuk dalam wilayah Kecamatan Jabon Kabupaten

Sidoarjo. Desa Besuki Kecamatan Jabon berbatasan dengan :

Tabel |
Batas Wilayah Desa Besuki
BATAS DESA/KELURAHAN KECAMATAN
Sebelah Timur Keboguyang Jabon
Sebelah Barat Pajarakan dan Kedungadem Jabon
Sebelah Utara Glagaharum Porong
Sebelah Selatan Dukuh Sari Jabon

Jadi, Desa Besuki di samping berbatasan dengan beberapa
kelurahan atau desa, juga berbatasan dengan berbagai kecamatan,
yaitu Kecamatan Jabon dan juga Kecamatan Porong, yang mana
kedua kecamatan tersebut juga merupakan lokasi bencana Lumpur
Lapindo. Adapun Desa Besuki ini mempunyai luas 166,979 km®

Yang terbagi menjadi beberapa kegunaan.'

' Sumber: Dokumentasi Pemerintahan Desa Besuki Kecamatan Jabon, Tahun 2014.
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2. Struktur Pemerintahan Kelurahan Besuki Kecamatan Jabon

Secara struktur, Kelurahan Besuki dipimpin oleh seorang Kepala
Lurah (Kakel) yang dipilih oleh pemerintah, kemudian dilaksanakan
pemilihan secara umum (luber). Dalam melaksanakan tugas-tugasnya
seorang Kepala Lurah dibantu oleh staf-stafnya. Adapun susunan
kelembagaan dibantu organisasi pemerintahan desa, yang mana dapat
diketahui sebagaimana berikut:
a. Kepala Kelurahan (Kakel)
b. Sekretaris Kelurahan (Sekkel)
c. Staf Sekretaris
d. Kaur Kesra
e. Kaur Umum

f. Kaur Keuangan



Tabel 11

Luas Wilayah Desa Besuki Kecamatan Jabon
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No Jenis/nama aset Fuas tanah buas Ket
M? bangunan
1 Balai Desa 954,00 288,54
Perumahan Guru - Berdiri di atas
’ 50.00 tanah lapangan
3 Jalan Umum 22.250,00 - -
4 Makam Dsn Babatan RT 03/01 1.577,00 - -
5 | Makam Dsn Ginonjo RT 03/04 1.494,00 - -
6 | TKD Sanggan + Ulu Ulu 20.000,00 - -
7 | TKD Cuwilan + Penj Makam 22.000,00 - -
8 | Bengkok Perangkat 52.000,00 - -
9 Langgar Nurul Wusto RT 09/02 238,00 181,23 -
10 | Langgar Nurul Masa’ RT 07/02 93,00 94,40 -
11 | Langgar Nurul Huda RT 05/02 185,00 61,50 Pribadi
12 | Langgar Nurusshobach RT 02/01 138,00 89,11 -
13 | Langgar Sirotol M RT 02/03 147,00 117,23 Pribadi
14 | Langgar Miftachul J RT 3/05 167,00 75,18 -
15 | Langgar al-Kuroma’ 166,00 -
15 | Masjid Baitul Chamdi 01/05 404,00 832,41 -
16 | Sekolah SD 1.155,00 590,00 -
Jumlah 2.584,476 1.819,60 | -

Sumber: Dokumentasi pemerintahan Desa Besuki Kec. Jabon 2012.
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3. Keadaan Demografis
a. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Tabel 11T

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No Jenis kelamin Jumlah
1 | Laki-laki 2016
2 | Perempuan 2064
Jumlah 4080

e Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Besuki Kec. Jabon 2014

Pada dasarnya populasi jenis kelamin di Desa Besuki cukup
berimbang, hanya saja orang perempuan lebih banyak daripada
populasi orang laki-laki. Dan itu semua terbagi menjadi 870 Kepala
Keluarga.

b. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Tabel IV
Jumlah penduduk menurut agama
No Nama Agama/Kepercayaan Pemeluk

1 Islam 4080 pemeluk

2 Kristen -

3 Katolik -

4 Budha -

5 Hindu -

6 Konghucu -
Jumlah 4080 pemeluk

e Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Besuki Kec. Jabon 2014
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Islam merupakan agama terbanyak pemeluknya di Desa

Besuki Kec. Jabon. Sedangkan agama lain seperti kristen, katolik,

hindu, budha dan konghucu malah tidak ada sama sekali pemeluknya.

c. Tingkat pendidikan

Tabel V

Pendidikan penduduk di Desa Besuki

Jumlah lembaga
No Jenis/jenjang pendidikan pendidikan
Negeri Swasta

1 TK/RA/BA - -
2 SD/MI - -
3 SMP/MTs - -
4 SMU/MA I >
5 SMK il B
6 Akademi/Perguruan Tinggi - -
7 Sekolah Luar Biasa (SLB) - -
8 Pondok Pesantren - -
9 Madrasah Diniyah - -
10 Seminari/Sejenisnya - -
Jumlah - -

e Sumber: Dokumentasi Monografi Desa Besuki Kec. Jabon 2014

B. Lumpur Lapindo dan Implikasinya bagi Masyarakat

Semburan lumpur panas lapindo terjadi mulai tanggal 29 Mei 2006 di

dekat sumur eksploitasi Banjarpanji-1 di Desa Renokenongo, Kecamatan

Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Suhu di permukaan di pusat

semburan berkisar 1000 C. Ahli geologi mengenali semburan ini sebagai

proses lahirnya sebuah mud vulcano atau gunung lumpur dan mencatatnya
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sebagai suatu kejadian unik karena prosese lahirnya muud vulcano ini dapat
diamati sejak hari pertama kelahirannya.”

Lokasi pusat semburan hanya berjarak 150 meter dari sumur
Banjarpanji-1 (BJP-1), yang merupakan sumur eksploitasi gas milik Lapindo
Brantas Inc sebagai operator blok Brantas. Oleh karena itu, hingga saat ini,
semburan lumpur panas tersebut diduga diakibatkan aktivitas pengeboran
yang dilakukan Lapinndo Brantas di sumur tersebut. Pihak Lapindo Brantas
sendiri punya dua teori soal asal semburan. Pertama, semburan lumpur
berhubungan dengan kesalahan prosedur dalam kegiatan pengeboran. Kedua,
semburan lumpur kebetulan terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat
sesuatu yang belum diketahui. Namun bahan tulisan lebih banyak yang
condong kejadian itu adalah akibat pengeboran. *

Lokasi semburan lumpur tersebut merupakan kawasan pemukiman
dan di sekitarnya merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa
Timur. Lebih dari dua puluh ribu warga menderita kehilangan ruang hidup.*
Tak jauh dari lokasi semburan terdapat jalan tol Surabaya-Gempol, jalan raya
Surabaya-Malang dan Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi (jalur pantura timur),
serta jalur kereta api lintas timur Surabaya-Malang dan Surabaya-

Banyuwangi, Indonesia.’

2 BPLS, http://www.bpls.go.id/opini,Diakses pada Minggu, 11 Januari 2015.

3 Wikipedia “Banjir Lumpur Panas Sidoarjo’, http://id.wikipedia.org/wiki/Banjir lumpur
panas_Sidoarjo,Diakses 11 Januari 2015.

* Bumi Nusantara “Lumpur Maut Lapindo”, http://caturaka. Wordpress.com/tag/derita/, Diakses
11 Januari 2015.

* Wikipedia “Banjir Lumpur Panas”.
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Tragedi ‘Lumpur Lapindo’ yang dimulai pada tanggal 29 Mei 2006 ini
menjadi suatu tragedi ketika banjir lumpur panas mulai menggenangi area
persawahan, pemukiman penduduk dan kawasan industri. Hal ini wajar
mengingat volume lumpur diperkirakan sekitar 5.000 hingga 50 ribu meter
kubik perhari (setara dengan muatan penuh 690 truk peti kemas berukuran
besar). Akibatnya, semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa
bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur:
genangan hingga setinggi 6 meter pada pemukiman; total warga yang
dievakuasi lebih dari 8.200 jiwa; rumah/tempat tinggal yang rusak sebanyak
1.683 unit, areal pertanian dan perkebunan rusak hingga lebih dari 200 ha;
lebih dari 15 pabrik yang tergenang menghentikan aktivitas produksi dan
merumahkan lebih dari 1.873 orang; tidak berfungsninya sarana dan
prasarana infrasutuktur (jaringan listrik dan telepon); terhambatnya ruas jalan
tol Malang-Surabaya, uang berakibat pula terhadap aktivitas produksi di
kawasan Ngoro (Mojokerto) dan Pasuruan yang selama ini merupakan salah
satu kawasan indistri utama di Jawa Timur.®

Selain mengganggu perekonomian, lumpur lapindo juga berbahaya
bagi kesehatan masyarakat. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
peduli lingkungan menyebutkan bahwa lumpur lapindo memiliki kandungan
logam berat seperti Merkuri (Hg) dan menimbulkan bau yang tidak sedap.
Lumpur juga berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Bau yang ditimbulkan

lumpur lapindo dapat menyebabkan menurunnya kualitas udara di lingkungan

5 Yusuf Wibisono “Tragedi Lumpur Lapindo” http://agorsiloku, wordpress.com/2006/10/11/
tragedi-lumpur-lapindo/, Diakses pada 11 Januari 2015.
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sekitarnya. Kandungan logam berat (Hg), misalnya, mencapai 2,565 mg/liter
Hg, padahal baku mutunya hanya 0,002 mg/liter Hg. Hal ini menyebabkan
infeksi saluran pernafasan, iritasi kulit dan kanker. Kandungan fenol bisa
menyebabkan sel darah merah pecah (hemolisis), jantung berdebar (cardiac
aritmia), dan gangguan ginjal.” Kerusakan lingkungan dan gangguan
kesehatan akibat menurunnya kualitas udara terkait banjir lumpur lapindo
tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi disekitar lumpur lapindo masih
banyak masyarakat yang tinggal dan memiliki kemungkinan besar untuk
terkena efek kesehatan akibat penurunan kualitas udara tersebut.®

Selain kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan, dampak sosial
banjir lumpur tidak bisa dipandang remeh. Setelah lebih dari 100 hari tidak
menunjukan perbaikan kondisi, baik menyangkut kepedulian pemerintah,
terganggunya pendidikan dan sumber penghasilan, ketidakpastian
penyelesaian, dan tekanan psikis yang bertubi-tubi, krisis sosial mulai
mengemuka. Perpecahan warga mulai muncul menyangkut biaya ganti rugi,
teori konspirasi penyuapan oleh Lapindo, rebutan truk pembawa tanah urugan
hingga penolakan menyangkut lokasi pembuangan lumpur setelah skenario
penanganan teknis kebocoran 1 (menggunakan snubbing unit) dan 2
(pembuatan relief well) mengalami kegagalan. Akhirnya, yang muncul adalah

konflik horisontal.’

" Indan Syalbi “Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan Akibat Pencemaran Udara Lumpur
Lapido’, Http://idanputri.blogspot.com/2010/07/analisis-risiko-kesehatan-lingkungan.html,
Diakses pada 11 Januari 2015.
z Yusuf Wibisono, Tragedi Lumpur Lapindo”.

Ibid,
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Pada peristiwa luapan lumpur lapindo yang terjadi di Porong tersebut

ganti ruginya dilihat dari daerah pemetaannya, yaitu Lokasi Dalam Peta dan

Lokasi Luar Peta (Peta Terdampak). Adapun yang dimaksud dengan Lokasi

Dalam Peta ialah lokasi dimana tempat atau lokasi dalam tanggul porong

yang terkena luapan lumpur secara langsung, sedangkan pengertian Lokasi

Luar Peta atau yang disebut dengan istilah Peta Terdampak ialah dimana itu

berada di luar tanggul porong dan tidak secara langsung terkena luapan

lumpur.

Adapun dalam proses ganti rugi dalam peristiwa tersebut itu dibagi

menjadi 2 (dua), yaitu:

1.

Lokasi dalam peta, proses ganti rugi harta benda yang termasuk dalam
kategori peta tersebut diberikan oleh pihak PT. Minarak Lapindo Jaya.
Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden RI No. 14 Tahun 2007
tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, dalam pasal 15 ayat 3:
“Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur termasuk di dalamnya
penanganan tanggul utama sampai kali Porong dibebankan kepada PT
Lapindo Brantas.”

Lokasi luar peta, proses ganti rugi terhadap harta benda yang terkena
dampak akibat luapan lumpur di Porong ini, baik dari dampak kesehatan,
perekonomian dan psikologis ini proses ganti rugi dari pemerintah ini
diambilkan dari dana APBN. Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam
Peraturan Presiden RI No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo, dalam pasal 15 ayat 3: “Biaya masalah sosial
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kemasyarakatan di laur peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007,
setelah ditandatangani peraturan presiden ini, dibebankan pada APBN”.'
Pada 29 Mei 2012 tragedi luapan lumpur lapindo di Porong, Sidoarjo
memasuki tahun keenam. Namun demikian penyelesaian sejumlah masalah
yang diakibatkan darinya masih menyisakan tanda tanya. Semburan masih
nampak. Pembayaran ganti rugi pada korban belum tuntas. Diterangkan oleh
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), rata-rata volume lumpur
yang menyembur masih berkisar antara 10 hingga 15 ribu meter kubik per
hari."!
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) ialah badan
penanggulangan yang dibentuk oleh Presiden untuk menangani permasalahan
yang timbul akibat luapan lumpur Sidoarjo, sebagaimana yang dijelaskan

dalam pasal 1 pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo terkait tugas dari BPLS, yaitu:

Pasal 1

1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Badan Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo yang selanjutnya disebut Badan Penanggulangan.

2) Badan Penanggulangan bertugas menangani upaya penanggulangan
semburan lumpur, menangani luapan lumpur, menangani masalah
sosial dan infrastuktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, dengan
memperlihatkan risiko lingkungan yang terkecil.

3) Badan Penanggulangan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada
Presiden.

' PERATURAN Presiden No. 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
" Tito Septiono “Epmam Tahun Lumpur Lapindo Sisakan T: angis dan Dampak Sosial’,

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/bicara_fakta/2012/05/31/69/Enam-Tahun-
LumpurLapindo-Sisakan-Tangis-dan-Dampak-Sosial, Diakses 11 Januari 2015.
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Pasal 2
Badan Penanggulangan terdiri dari:

1) Dewan Pengarah; dan
2) Badan Pelaksana
Pasal 3
1) Dewan pengarah bertugas memberikan arahan, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan atas upaya penanggulangan semburan lumpur,
penanggungan luapan lumpur lumpur, penanganan masalah soaial dan
infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, yang dilaksanakan badan

pelaksana.
2) Dewan pengarah terdiri dari:
a. Ketua : Menteri pekerjaan umum;
Perangkap anggota
b. Wakil Ketua : Menteri sosial;
Merangkap anggota
c. Anggota

. Faktor-faktor Terjadinya Ganti Rugi Tanah dan Bangunan Langgar Wakaf
al-Kuroma’ di Desa Besuki Kecamatan Jabon

Langgar wakaf al-Kuroma’ adalah wakaf yang berdiri diatas tanah
pekarangan dengan luas 166 m2. Tanah dan bangunan langgar wakaf al-
Kuroma’ diwakafkan oleh Sutijah Bin Raji Supi’i. Sebagai sebuah langgar,
tentunya dapat digunakan untuk sarana kegiatan keagamaan. Terbukti
bahwa langgar wakaf al-Kuroma’ biasanya digunakan untuk sarana ibadah,
kegiatan belajar mengajar (TPQ), dan lain sebagainya.

Akan tetapi pada tanggal 29 Mei 2006 terjadilah bencana yang
disebabkan oleh ulah tangan manusia yang disebut bencana lumpur lapindo.
Bencana luapan lumpur lapindo berdampak besar bagi kehidupan masyarakat

dan lingkungan disikitar area luapan. Hal ini wajar mengingat volume
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lumpur diperkirakan sekitar 5.000 hingga 50 ribu meter kubik perhari (setara
dengan muatan penuh 690 truk peti kemas berukuran besar). Salah satu yang
menjadi korban dari adanya lumpur lapindo adalah Langgar wakaf al-
Kuroma’ yang berada di Desa Besuki Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.
Dengan adanya luapan lumpur lapindo, baik harta wakaf maupun yang
non wakaf semuanya sudah tidak dapat digunakan seperti sediakala. Padahal
pada dasarnya harta wakaf yang sudah diwakafkan oleh wakif" dzatnya
(harta benda asal) tidak boleh hilang, harus dapat dimanfaatkan seara terus
menerus. Dengan begitu, perlu adanya ganti rugi untuk mengganti harta

benda wakaf yang terkena luapan lumpur lapindo.

D. Perwakafan di Desa Besuki Kecamatan Jabon
1. Penggunaan harta benda wakaf
Secara garis besar, harta benda yang diwakafkan oleh wakif yang
di Desa Besuki Kecamatan Jabon merupakan harta benda tak bergerak
berupa tanah, yang mana hampir keseluruhan harta wakaf tersebut

digunakan untuk kepentingan ibadah, yang berupa mushalla dan masjid.

Tabel VI
Jumlah dan penggunaan harta benda wakaf secara umum

No Jenis/Nama Aset Jumlah

1 | Masjid Baitul Chamid 1 buah

2 | Madrasah -

3 | Pondok Pesantren -

4. | Mushallah 9 buah

5 Sarana Lain -

e Sumber: Dokumentasi Toko Mayarakat Desa Besuki (Bapak
Abd. Mu’in. Selaku Kesra Kelurahan Besuki)
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Itu menunjukkan bahwa harta benda wakaf yang diwakafkan
oleh wakif keseluruhan untuk tempat ibadah, baik berupa masjid
ataupun mushalla. Bahkan hampir dari keseluruhan harta benda
wakaf yang ada, semuanya digunakan untuk mushalla, dan hanya
sebagian kecil saja dipergunakan untuk masjid, yakni sebesar 0.1%
saja.

Harta benda wakaf yang bersertifikat dan yang tidak bersetifikat

Tabel VII

Harta benda wakaf yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat

No Penggunaan Sertifikat Non Sertifikat

1. | Mushallah/Langgar 9 6

Masjid 1 -

Madrasah - -

R
3.
4. | Podok Pesanntren - -
5.

Lain-lain - -

e Sumber: Pemerintahan Desa Besuki Kecamatan Jabon Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2014.

Dari banyaknya harta benda wakaf yang ada di Desa Besuki
Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, antara harta benda wakaf yang
bersertifikat dan tidak bersertifikat sedikit berimbang, terbukti dari
banyaknya langgar atau mushalla. Itu merupakan kurangnya kesadaran

pihak wakifuntuk melegalkan tanah dan bangunan yang diwakafkan.
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3. Harta benda wakaf yang terkena musibah luapan lumpur lapindo

Tabel VIII

Harta benda wakaf yang terkena musibah luapan lumpur lapindo di Desa Besuki Kec.

Jabon, Kab. Sidoarjo

Luas M”
No | Wakif | Nazir Penggunaan Nama Harga
Tanah | Bgn
1 H. Ajib 93 90 | Mushalla Nurul Masa’ 1.000.000
2 H. Ajib 138 90 | Mushalla Nurusshobach | 1.000.000
Miftachul
3 H. Ajib 167 75 Mushalla 1.000.000
Jannah
4 H. Ajib 71 60 | Mushalla Sabilun Najah | 1.000.000
5 H. Ajib 63 50 | Mushalla Basrun Naja 1.000.000
6 H. Ajib 166 120 | Mushalla al-Kuroma’ 1.000.000
7 H. Ajib 156 90 | Mushalla Babussalam 1.000.000
8 H. Ajib 114 90 | Mushalla Darl Muttaqgin | 1.000.000
9 H. Ajib 283 181 | Mushalla Nurul Wusto 1.000.000
10 H. Ajib 404 800 | Masjid Baitul Chamid | 1.000.000

Sumber : Sumber: Pemerintah desa Besuki Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2014.

Dari data yang diperoleh dari Pemerintah desa Besuki Kecamatan

Jabon Kabupaten Sidoarjo, peneliti dapat keterangan bahwa harta benda
wakaf yang pernah diwakafkan oleh wakif memang terkena musibah
Lumpur Lapindo, yang mana itu berakibat pada terbengkalainya harta
harta wakaf yang

benda wakaf mereka. Namun dalam kasus ini,

terjadi di Desa Besuki Kecamatan Jabon tidak dapat memberikan

manfaat lagi, lebih-lebih harta wakaf tersebut ikut punah karena
ditimbulkan bencana Lumpur Lapindo. Dengan kata lain, harta wakaf

tersebut perlu adanya suatu penggantian sebagai kompensasi rusaknya
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atau punahnya harta wakaf yang telah diwakafkan wakif Penggantian
harta tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh pihak yang
mengelola harta wakaf atau nazir, namun ada beberapa persyaratan-
persyaratan yang harus terpenuhi demi terealisasinya penggantian itu,
baik itu penggantian berupa uang ataupun penggantian berupa
relokasi tanah.

Persyaratan tersebut tentunya akan membawa kepada tertib
administratif yang dilakukan wakif dulu ketika ~mewakafkan
hartanya, apakah harta yang mereka wakafkan sudah bersertifikat wakaf,
atau malah hanya sebatas ucapan belaka dan disaksikan beberapa
saksi saja tanpa adanya hitam di atas putih. Karena, secara prosedural
baik harta wakaf yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat
sama-sama mendapatkan penggantian, hanya saja persyaratan yang
harus terpenuhi antara harta wakaf yang bersertifikat dan harta wakaf
yang tidak bersertifikat berbeda.'

Harta wakaf yang sudah bersertifikat misalnya, dengan hanya
menunjukkan sertifikat wakaf saja, nazir bisa langsung meminta
penggantian sesuai apa yang dia inginkan.13 Seperti dijelaskan di

atas, sertifikat merupakan bukti autentik yang tidak terbantahkan

2 Wawancara dengan Bapak Abd. Mu’in, selaku Moden (Tokoh Masyarakat) Desa Besuki
Kecamatan Jabon yang ikut menuntut ganti rugi, tanggal 16 Januri 2015. Sekaligus wawancara
Muhammad Ridla S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabon, selaku pihak
yang ikut terlibat dalam rapat dengan BPLS untuk menuntut ganti rugi tanah dan bangunan
Y;/akaf yang terkena dampak luapan lumpur lapindo, tanggal 16 Januari 2015.

Ibid,
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keabsahannya, karena dengan adanya sertifikat wakaf, harta yang akan
diwakafkan menjadi jelas peruntukannya dan oleh siapa diwakafkan,
serta yang paling penting lagi mempunyai kekuatan hukum dan juga
dapat menghilangkan perselisihan tentang status harta wakaf manakala
wakif telah meninggal dunia kelak.

Sedangkan untuk harta wakaf yang tidak bersertifikat, ada
beberapa persyaratan yang harus terpenuhi terkait dengan adanya
penggantian harta wakaf, persyaratan tersebut meliputi:

a. Berkas tanah lengkap

b. Petok/ leter c (berisi tentang luas tanah dan sebagainya)
c. Kartu kelvarga wakif

d. KTP Wakif'*

Persyaratan tersebut harus terpenuhi manakala nazir
menginginkan penggantian harta wakaf, karena wakaf yang tidak
bersertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, lebih-lebih lagi jika ada
kejadian tidak terduga seperti halnya bencana Lumpur Lapindo sekarang
ini. Baik persyaratan yang harus terpenuhi oleh harta wakaf yang
bersertifikat maupun harta wakaf yang tidak bersertifikat diserahkan
kepada Badan Pengawas Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang ada di sana, agar

diproses lebih lanjut mengenai penggantian harta wakafnya.

" Ibid,
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Kemudian BPLS atau Badan Pengawas Lumpur Sidoarjo
dapat mengklarifikasi tentang keabsahan bukti atau syarat yang mereka
terima dari masing-masing nazir, sehingga nazir bisa mendapatkan
penggantian harta wakaf sesuai dengan apa yang mereka harapkan,

baik penggantian berupa uang maupun penggantian berupa tanah.





